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INDONESIA 





Belajar Pendidikan  
Kewarganegaraan  (PKn) 
§  Menjadi  manusia  yang berkepribadian  

Indonesia,  membangun  rasa  kebangsaan,  dan  
mencintai tanah  air  Indonesia.   

§  Menjadi warga negara yang baik dan terdidik 
(smart and good citizen)  dalam  kehidupan  
masyarakat,  bangsa,  dan  negara  yang 
demokratis 



§  SARJANA ? 
§  Mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui  

penalaran ilmiah 
§  Menjadi intelektual dan/atau  ilmuwan  yang  berbudaya,  

mampu  memasuki  dan/atau menciptakan  lapangan   
kerja,  serta  mampu  mengembangkan  diri  menjadi  
profesional. 

Konsep dan Urgensi Pendidikan 
Kewarganegaraan dalam Pencerdasan Kehidupan 
Bangsa 



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  

§  Profesional  adalah  pekerjaan  atau kegiatan  
yang  dapat  menjadi  sumber  penghasilan,  
perlu  keahlian, kemahiran,  atau  kecakapan,  
memiliki  standar  mutu,  ada  norma  dan 
diperoleh melalui pendidikan profesi.  

§  Sarjana  atau  profesional,  dalam konteks  hidup  
berbangsa  dan  bernegara,  bila  memenuhi  
persyaratan sebagaimana  diatur  dalam  
peraturan  perundangan.  



§  Istilah “warga negara” dalam kepustakaan 
Inggris dikenal dengan  istilah  “civic”,  “citizen”,  
atau  “civicus”.   

§  Apabila  ditulis  dengan mencantumkan  “s”  di  
bagian  belakang  kata  civic  mejadi  “civics”  
berarti disiplin ilmu kewarganegaraan. 



Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana bela jar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi  dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,  
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya,  masyarakat, 
bangsa dan negara. (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1). 



Peserta, anggota atau warga dari suatu               Anggota dari sebuah komunitas          
negara, yakni peserta dari suatu persekutuan      yang membentuk negara itu  
yg didirikan dg kekuatan bersama atas dasar       sendiri (A.S. Hikam) 
tanggung jawab bersama dan untuk kepen- 

tingan bersama (Dede Rosyada, 2003) 
 
 

WARGANEGARA/Citizenship 
 
 
Bangsa Indo. asli dan bangsa lain yang               WNI : orang-orang yg berdasarkan  
disahkan UU sebagai warganegara                      perundang-undangan yg berlaku 

(Pasal 26 UUD 1945)                                 sejak Proklamasi 17 Agustus 1945  
                                                                              sudah menjadi warganegara RI 
                                                                              (Ps. 1 UU No. 22/1958 



MY	TV	

WIDE	

konsep PKn secara teoritis menurut para ahli? Untuk menelusuri konsep 
PKn menurut para ahli, Anda dapat mengkaji karya M. Nu’man Somantri, 2001; 
Abdul Azis  Wahab dan Sapriya, 2011; Winarno, 2013, dan lain-lain. Berikut ini 
ditampilkan satu definisi PKn menurut M. Nu’man Somantri (2001) sebagai 
berikut:  

Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan 
demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, 
pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, 
yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, 
analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup 
demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

 



•  pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata 
“pendidikan” dan kata “kewarganegaraan”. Pendidikan 
berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan 
kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang 
berhubungan dengan warga negara. 

ETIMOLOGIS 

• pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk 
membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki 
rasa ebangsaan dan cinta tanah air. 

YURIDIS 

• pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan 
yang ber in t ikan demokras i pol i t ik , d iper luas 
dengansumber-sumber pengetahuan lainnya: pengaruh-
pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan 
orang tua. Kesemuanya itu 24 diproses guna melatih para 
siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak 
demokratis dalam mempersiapkan hidup  demokratis 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

TERMINOLOGIS 



§  Undang-Undang RI No.  20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS 
Pasal 37 Ayat (1)  huruf b  yang menyatakan bahwa kurikulum  
pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan 
kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat (2)  huruf b dinyatakan 
bahwa kurikulum  pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan 
kewarganegaraan. 
§  UU No.  12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lebih 
eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah 
kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. 



§  Mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang 
mencakup Pancasila, Undang -Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk 
mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa 
kebangsaan dan cinta tanah air. 

Apabila PKn memang penting bagi suatu negara, apakah 
negara lain memiliki PKn atau  Civic (Citizenship) 
Education? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda 
dianjurkan untuk menelusuri sejumlah literatur dan hasil 
penelitian tentang pendidikan kewarganegaraan di sejumlah 
negara. 



Masih ingatkah sejak kapan Anda mulai mengenal istilah 
pendidikan kewarganegaraan (PKn)? Bila pertanyaan ini diajukan 
kepada generasi yang berbeda maka jawabannya akan sangat 
beragam. Mungkin ada yang tidak mengenal istilah PKn terutama 
generasi yang mendapat mata  pelajaran dalam Kurikulum 1975. 
Mengapa demikian? Karena pada kurikulum 1975 pendidikan 
kewarganegaraan dimunculkan dengan nama mata pelajaran 
Pendidikan Moral Pancasila disingkat PMP. Demikian pula bagi 
generasi tahun 1960 awal, istilah pendidikan kewarganegaraan lebih 
dikenal  Civics. Adapun sekarang ini, berdasar Kurikulum 2013, 
pendidikan kewarganegaraan jenjang pendidikan dasar dan 
menengah menggunakan nama mata pelajaran PPKn. Perguruan 
tinggi menyelenggarakan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan 
Pendidikan Kewarganegaraan. 



Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, 
pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. 
Secara historis, PKn di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh 
organisasi pergerakan yang bertujuan  untuk membangun rasa 
kebangsaaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKn 
Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin 
di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa  
Indonesia. Secara politis, PKn Indonesia lahir karena tuntutan 
konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan Pemerintah yang 
berkuasa sesuai dengan masanya. 



Bonus demografi yang harus di hadapi oleh warga negara di 
masa depan 



 Gambaran Ekonomi Indonesia kini dan tahun 2030 



Praktik Kewarganegaraan 1 
Bentuklah kelompok terdiri 5-7 orang 
1.  Anda identifikasi sebuah masalah bangsa yang dapat diantisipasi 

melalui pendidikan kewarganegaraan. Apakah masalah itu muncul 
dari perkembangan  IPTEKS, tuntutan dan kebutuhan masyarakat, 
ataukah tantangan global saat ini 

2.  Kumpulkanlah data dan informasi untuk mendeskripsikan lebih 
lanjut tentang masalah tersebut 

3.  Kemukakan program pendidikan kewarganegaraan seperti apa 
yang dapat dilakukan guna mengantisipasi masalah tersebut 

4.  Susunlah bentuk program tersebut secara tertulis 




